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Abstrak 
 Sebagai upaya terbentuknya pemerintahan Good Governance melalui penerapan aplikasi e-government 

pemerintah telah mengeluarkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government melalui 

INPRES Nomor 3 Tahun 2003 merupakan payung bagi seluruh kebijakan teknis operasional di bidang e-

Government. Agar kebijakan pengembangan e-Government dapat dilaksanakan secara sistematik dan terpadu, 

maka diperlukan peraturan, standarisasi dan panduan yang konsisten dan saling mendukung. Keputusan Mentri 

Informasi dan Komunikasi Nomor 55 Tahun 2003 tentang Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal 

Pemenrintah. Panduan tersebut diharapkan dapat menjelaskan tentang model untuk membangun infrastruktur 

portal pemerintah bagi penerapan e-Government. Berdasarkan grafik perbandingan hasil evaluasi situs web  

pemerintah daerah tersebut  nilai tertinggi adalah Kabupaten Sumba Timur  81%, dengan predikat “Sangat 
Lengkap” di susul kabupaten Manggarai Barat dan Sabu Raijua dengan nilai 79,5% dan 76,1% dengan 

predikat “Lengkap”.  Sedangkan nilai terendah dengan skor antara 8% sampai 18%. Dari bobot tersebut 

berada pada predikat “Tidak Lengkap”. Sedangkan kabupaten lain berada pada skor 20% sampai 60% dengan 
predikat “Kurang Lengkap” dan “Cukup Lengkap” Berdasarkan lima kategori fitur/menu predikat nilai 

tersebar pada berbagai kabupaten dan kota yang berbeda. Dengan demikian maka kabupaten kota tersebut 

menjadi acuan atau contoh bagi kabupaten lain dalam pengembangan web site berdasarkan rekomendasi 

Kemenkoinfo. 

 

 
Kata Kunci:  Kajian, Website, e-government 

 

1. PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang 

 Dalam rangka terbentuknya pemerintahan yang 

bersifat Good Governance  melalui penerapan 

aplikais e-government pemerintah telah 

mengeluarkan Kebijakan dan Strategi Nasional 

Pengembangan e-Government melalui INPRES No. 

3 Tahun 2003 merupakan payung bagi seluruh 

kebijakan teknis operasional di bidang e-

Government. Agar kebijakan pengembangan e-

Government dapat dilaksanakan secara sistematik 

dan terpadu, maka diperlukan peraturan, standarisasi 

dan panduan yang konsisten dan saling mendukung. 

Keputusan Mentri Informasi dan Komunikasi No. 55 

Tahun 2003 tentang Panduan Pembangunan 

Infrastruktur Portal Pemerintah. Panduan  tersebut 

diharapkan dapat menjelaskan tentang model untuk 

membangun infrastruktur portal pemerintah bagi 

penerapan e-Government. Penggunaan nama domain 

untuk situs resmi pemerintah baik pusat maupun 

daerah diatur dalam Praturan Mentri Komunikasi 

dan Informatika No 28 Tahun 2006. Dengan 

demikian tata cara perijinan dan pengaturan nama 

domain harus melalui Kementrian  Komunikasi dan 

Informatika. 

Berdasarkan nama domain web site pemerintah 

kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tnggara Timur 

(NTT) telah mengikuti standar aturan yang 

dikeluarkan Kemenkoinfo. Namun secara isi dan 

manajemen belum mengacu ada satandar minmal 

web site pemerintah daerah. Evaluasi dan kajian 

yang mendalam yang berkelanjutan terhadap 

panduan pemerintah tersebut guna meningkatkan 

kualitas web pemerintah daerah NTT berkualitas. 

Hal ini dilakukan sejalan dengan tuntutan akan 

kebutuhan data dan informasi yang diperlukan oleh 

masyarakat dan stakeholder yang lainnya yang ada 

di NTT. 

Penelitian ini akan membahas kajian 

standarisasi kebutuhan dari isi minimal situs web 

pemerintah  dan evaluasi pelakanaan e-government 

pada situs web Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

Provinsi Nusa Tnggara Timur (NTT). Kajian web 

site pemerintah daerah NTT dalam penelitian ini 

meliputi Selayang pandang, Pemerintah daerah 

(eksekutif-legislatif), Peta Wilayah wilayah dan 

Sumber daya, Regulasi/Kebijakan Daerah dan buku 

Tamu. 

 

1.2.  Rumusan Masalah, 

Berbagai kebijakan dan keputusan tentang 

kebijakan dan strategi dalam pengembangan e-

Government oleh pemerintah daerah telah berjalan 

sejak tahun 2003 namun sampai saat ini evaluasi dan 

kajian yang berkelanjutan belum dilakukan secara 

mailto:yenisoru@yahoo.co.id
mailto:kunangpayong@gmail.com
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maksimal. Untuk mengevaluasi web site pemerintah 

kabuapten/kota maka dalam pebelitian ini fokus 

masalah adalah “Bagaimana kondisi web site resmi 

pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi NTT 

saat ini berdasarkan standar minimal dari 

Kemenkoinfo sebagai wujud implementasi  e-

government”. 

 

1.1. Tujuan 

Merujuk dari permasalahan diatas maka 

tujuan penelitian ini adalah:  

a. Untuk mengetahui kondisi web pemerintah 

kabupaten/kota Provinsi NTT yang ada saat ini 

Versi DEPKOMINFO. 

b. Sebagai bahan rujukan bagi kebupaten/kota yang 

lain di NTT untuk membenahi web site bai 

secara isi maupun manajemen. 

 

 

2. KAJIAN LITERATUR 

  

Definisi dari Electronic Government (e-Gov) 

itu sendiri menurut Bank Dunia (World Bank) adalah 

penggunaan teknologi informasi (seperti Wide Area 

Network, Internet dan mobile computing) oleh 

pemerintah untuk mentransformasikan hubungan 

dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang 

berkepentingan [6]. 

Keputusan Mentri Informasi dan Komunikasi 

Nomor 55 Tahun 2003 tentang Panduan 

Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah. 

Panduan ini menjelaskan tentang model 

pembangunan infrastruktur portal pemerintah 

sebagai landasan bagi penerapan e-government. 

Infrastruktur portal pemerintah meliputi jaringan 

komputer dan jaringan telekomunikasi yang 

menjamin konektivitas yang aman, handal, dapat 

diakses oleh masyarakat dan dapat digunakan 

sebagai media pertukaran informasi antar lembaga 

pemerintah. Panduan ini diperuntukkan bagi para 

pimpinan lembaga pemerintahan dan semua pihak 

yang terkait dengan penerapan e-government. 

Hal ini ditambah lagi  fakta bahwa  sebagian 

besar proyek e-government di negara berkembang 

termasuk di Indonesia mengalami kegagalan 

diamana tingkat kegagalan mencapai 85%. 

Sedangkan keberhasilan mencapai 15%[2]. 

Walaupun demikian tidak dipungkiri  ada beberapa 

dearah berhasil menerapkan inisiatif e-government. 

Banyak negara termasuk indonesia menerapkan 

e-government dalam berbagai untuk meningkatkan 

prinsip-prinsip e-government, antara lain percepatan 

pembuatan praturan perundang-undangan, dan 

kebijakan untuk mendukung e-government di 

daerah, pengadaan sarana dan prasarana untuk 

mendukung pengembangan infrakstruktur untuk 

menciptakan akses komunikasi data yang handal, 

pemberdayaan sumber daya manusia, 

pengembangan perangkat lunak yang diperlukan, 

dan pengembangan organisasi dan tata kerja yang 

mendukung e-governemnt[3]. Dalam rangka 

penataan pemerintahan yang baik (Good 

Governance) maka langkah yang diambil di era 

tekhnologi saat ini untuk mencegah tindak korupsi 

adalah dengan penerapan sistem pengelolaan 

sumberdaya pemerintah secara terintegrasi berbasis 

internet atau yang biasa disebut dengan E-

government. Dengan sistem ini diharapkan praktik 

korupsi, kolusi, dan nepotisme bisa dicegah serta 

mampu mengawal perencanaan dan pembangunan 

Daerah sesuai RPJM[4]. 

Mustafid dan Sugiharto dalam Penelitiannya 

mencoba menganalisis implementasi e-government 

untuk pelayanan publik.  didasarkan pada evaluasi 

pemeringkatan e-government Indonesia, analisis 

indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 

publik berbasis e-government, dan evaluasi 

implementasi e-government. Kelemahannya adalah 

adanya pengelolaan sistem informasi pada sebagian 

unit kerja yang fokus pada bidang tugasnya masing-

masing. Untuk meningkatkan pengelolaan e-

governemnt diberikan rekomendasi untuk dilakukan 

integrasi sistem informasi untuk pengelolaan e-

government dalam rangka peningkatan kinerja 

pelayanan publik[5]. 

Kemenkoinfo melalui direktorat e-government 

pada tahun 2013 telah melakukan pemringkatan e-

government di infonesia. Provinsi NTT berada pada 

peringkat ke 17 dari 21 provinsi. Materi 

pemringkatan meliputi Kebijakan, kelembagaan, 

infrastruktur, aplikasi perencnaan, rata-trata 2,06 

dari bobot ideal 4,0 dengan predikat  “kurang”. Pada 
tahun 2014 nilai-rata turun menjadi 1,59 dengan 

predikat “Kurang” Provinsi NTT berada pada 

peringkat terakhir dari 22  provinsi[1]. 

 

3. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

 Data Primer dimana informasi yang 

dikumpulkan peneliti secara langsung dari 

sumbernya antara lain: Para pengelola situs 

web, Pihak manajemen dalam hal ini  pimpinan 

disetiap daerah yang bertanggung jawab atas 

pengembangan web. Data sekunder antara lain: 

dokumen-dokumen dan data–data yang 

digunakan dalam rencana pengembangan web, 

dan data 

mengenai struktur organisasi pengelola situs 

web pemerintah, dan data yang diambil dari 

situs web pemerintah kabupaten-kota. 

 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah survey sedangkan 

matodenya yaitu Analisis Deskriptif. Metode survey 

deskriptif adalah suatu metode penelitian yang 

mengambil sampel dari suatu populasi dan 

menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul 
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data. Dalam penelitian semua ini data dan informasi 

dikumpulkan dari responden dengan menggunakan 

kuesioner.   

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Observasi/Pengamatan dilakukan melalui situs 

web yang sudah online, berdasarkan Panduan Isi 

Situs Web Pemerintah yang dibuat oleh 

DEPKOMINFO antara lain: Selayang Pandang, 

Pemerintahan Daerah, Geografi, Peta Wilayah dan 

Sumberdaya, Peraturan/Kebijakan Daerah, dan Buku 

Tamu. 

 

3.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Dalam melakukan perhitungan penilaian 

perbandingan, maka akan diberikan skor tertentu 

dengan mengacu kepada analisis Skala Penilaian 

antara laian:  Data Lengkap =2, Data Tidak Lengkap 

=1, Data Tidak Ada=0.  

Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana 

analisis perbandingan antara standarisasi isi situs 

web pemerintah Kabupaten/Kota yang telah dibuat 

akan dilakukan analisis korelasi hasil perbandingan. 

Tingkat  Korelasi sebagai barikut: Tidak Lengkap = 

0-25, Kurang Lengkap= 26-50,  Cukup Lengkap= 

51-75,    dan Lengkap= 76-100.  Rumus perhitungan 

bobot skor yaitu sebagai berikut: 
 ��ܾ�� �݇�� =

 ��݈ܽ� Skor Ideal
�100%             (1) 

 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Kondisi Situs Web Pemerintah Daerah Saat 

Ini 

Setelah melakukan pengamatan terhadap 22 

situs web pemerintah daerah kabupaten/kota Nusa 

Tenggara Timur (NTT)  terdapat beragam struktur 

isi situs web. Berdasarkan standar isi situs web 

pemerintah daerah terdapat banyak situs yang tidak 

memenuhi standar Kemenkoinfo. Jumlah 

kabupaten/kota di NTT seebanyak 22, sedangkan 

situs web resmi yang dapat diakses adalah 20 

kabupaten/kota sedangkan 2 kabupaten/kota situs 

web tidak dapat diakses yaitu kabupeten Flores 

Timur dan Kabupaten Sumba Barat. Berdasarkan 

informasi yang ditampilkan terdapat data dan 

informasi yag tidak terupdate data  masih 

menggunakan data yang lama seperti kependudukan, 

harga bahan pokok, berita terbaru dan lain-lain. 

Hampir semua web site yang diamati  tidak 

ditemukan admin yang selalu siap untuk 

dikonfirmasi, tidak terdapat web berbasis dua arah, 

hanya semata-mata bersifat publis. Struktur 

organisasi pengelola web  tidak ditemukan. Hal ini 

mengakibatkan tugas dan tanggung jawab para 

pengelola web tidak berfungsi sebagaimana 

mestinya. 

 

2. Penilaian Kondisi Web Berdasarkan Satndar 

Minimal. 

Pengamatan dan penilaian isi situs web 

pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan 

perhitungan penilaian perbandingan. Dengan 

menggunakan jenis skala interval, maka akan 

diberikan skor tertentu dengan mengacu kepada 

analisis Skala Penilaian sebagai berikut: 

Tabel 1 Sakala Penilaian  

Penilaian Skor 

Data Lengkap 2 

Data Tidak Lengkap 1 

Data Tidak Ada 0 

Berdasarkan skala penilaian tersebut akan 

dipetahkan  korelasi antara skala penilaian dengan 

skor bobot akhir seebagai berikut: 

 Tabel 2 Skor Penilaian 

Skor (%) Tingkat Penilaian 

0-20 Tidak Lengkap 

20-40 Kurang Lengkap 

41-60 Cukup Lengkap 

61-80 Lengkap 

81-100 Sangat Lengkap 

Tabel 3 Skor Ideal Satndar Minimal Isi Web Site 

Menu 

Standar   

Isi Standar Menu Minimal Skor 

Idea

l 

Selayang 

Pandang 

 

Sejarah, motto daerah, 

lambang dan arti lambang, 

lokasi dalam bentuk peta, visi 

dan misi Pemda/Wilayah 

Admnitrasi,  

10 

Pemerintah

an dan 

Legislatif 

Bupati/Wakil:nama, alamat, 

telepon, e-mail, riwayat 

jabatan dll, Eksekutif  SKPD, 

Badan, Kantor, alamat, 

telepon, e-mail, Legislatif: 

Nama, Alamat, telepon, e-

mail, Foto, Fraksi dll 

6 

Geografi Keadaan : Topografi, cuaca 

dan iklim, sosial dan ekonomi, 

budaya /kependudukan, 

Demografi 

8 

Peta 

Wilayah 

dan 

Sumberday

a   

Batas administrasi wilayah, 

Sumber daya laut, sumber 

daya pertanian, perkebunan, 

kehutanan, sumber daya laut, 

sumber daya pertanian, 

perkebunan, kehutanan, 

sumber daya pertambangan,  

8 

Peraturan/

Regulasi 

Praturan dari  Pemda 

Kabupaten, Pemda Provinsi, 

Pemerintah Pusat 

6 

Buku 

Tamu/Kon

tak 

Menu, Kontak person: No Tlp, 

e mail Admin, Struktur 

pengelolah web site 

6 

Total Skor 44 
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a. Selayang Pandang 

Fasilitas menu secara singkat tentang 

keberadaan Pemerintah Daerah bersangkutan 

(sejarah, motto daerah, arti lambang, lokasi dalam 

bentuk peta daerah pemerintahan). Berikut hasil 

kajian skor web resmi pemerintah daerah 

kabupaten/kota di NTT. 

 
Gambar 1. Grafik perbandingan menu selayang 

pandang 

Dari hasil grafik diatas terdapat 22 kabupaten 

kota yang ada  namun hanya 13 kabupaten kota yang 

memiliki menu profil dengan nilai skor 100%. 

Terdapat 2 kabupaten hanya memiliki bobot 40% 

Belu dan TTU, Kabupaten Sikka memiliki bobot 

25%, Kabupaten Sumba Barat Daya 20%, 

sedangkan Kabupaten Rote 0%, sedangkan Flores 

Timur dan Sumba Barat web site  tidak dapat 

diakses.  

 

b. Pemerintahan/Eksekulitif dan Legislatif 

Menu Eksekutif (pemerintah) dan Legislatif  

menjelaskan struktur organisasi yang ada di 

pemerintah daerah bersangkutan (eksekutif, 

legislatif) beserta nama, alamat, telepon, e-mail dari 

pejabat daerah. Jika memungkinkan, biodata dari 

Pimpinan Daerah dipublikasikan pada situs web agar 

masyarakat luas mengetahuinya.  

 

Gambar 2. Grafik perbandingan menu pemerintah 

dan legislatif  

 

Dari hasil grafik diatas terdapat empat 

kabupaten terbaik dengan skor 100% dilihat dari 

perspektif menu eksekutif dan legislatif antara lain 

Kota Kupang, Manggarai Timur, Sumba Timur dan 

Rote Ndao, dan Kabupaten Kupang. Kabupaten 

terendah (0%) adalah adalah Malaka dan Nagekeo.  

 

c. Geografi 

Menu geografi menjelaskan tentang keadaan 

topografi, cuaca dan iklim,  yang ada pada wilayah 

kabupaten/kota. Sedangkan  demografi, sosial dan 

ekonomi, budaya dalam bentuk data statistik dari 

daerah kabupaten/kota bersangkutan data tersebut 

selalu perbaharui setiap tahun.   

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap situs 

web pemerintah kabupaten/kota terdpat tujuh 

kabupaten/kota yang memiliki nilai tertinggi dengan 

skor 100% (Sangat Lengkap). Ketuju kabupaten kota 

tersebut antara lain: Timor Tengah Selatan, Malaka, 

Alor, Manggarai Barat, Sumba Tengah, Sabu Raijua, 

dan Kabupaten Kupang. Selain kabupaten dengan 

nilai/skor sangat lengkap namun terdapat kabupaten 

dengan skor terendah (0%) atau  tidak lengkap. Ada 

lima kabupaten antara lain: Ende, Ngada, Nagekeo, 

Manggarai, dan Manggarai Timur.  

 

 
Gambar 3. Grafik perbandingan menu  geografi dan 

demografi 

 

d. Wilayah Admninitrasi dan Sumberdaya 

Batas administrasi wilayah, sumber daya laut, 

sumber daya pertanian, perkebunan, kehutanan, 

sumber daya laut, sumber daya pertanian, 

perkebunan, kehutanan, dan sumber daya 

pertambangan. Fitur/menu tersebut menyajikan batas 

administrasi wilayah dalam bentuk peta wilayah 

(sebaiknya digunakan peta referensi yang 

dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Survei dan 

Pemetaan Nasional-Bakosurtanal, 

www.bakosurtanal.go.id), dan juga sumberdaya 

yang dimiliki oleh daerah bersangkutan dalam 

bentuk peta sumberdaya untuk dapat digunakan dan 

http://www.bakosurtanal.go.id/
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dimanfaatkan oleh para investor, praktisi,  akademisi 

dan stake holder yang lainnya.  

Dari hasil penilaian web pemerintah 

kabupaten/kota terdapat 6 kabupaten/kota dengan 

nilai 100% (sangat lengkap). Keenam kabupaten 

tersebut antara lain Sabu Raijua, Manggarai Barat, 

Malaka, Sumba Tengah, dan Alor. Sedangkan 

kabupaten dengan nilai terrendah 0% (Tidak 

lengkap/tidak ada sama sekali) ada sebelas 

kabupaten adalah Rotendao, Sumba Barat Daya, 

Manggarai Timur, Manggarai, Nagekeo, Ngada, 

Ende, Lembata, dan TTU.  

 
Gambar 4. Grafik perbandingan menu   wilayah dan 

sumberdaya  

 

e. Peraturan/Kebijakan Daerah 

Pada menu/fitur ini menampilkan Peraturan 

Daerah (Perda) yang telah dikeluarkan oleh 

Pemerintah Daerah bersangkutan. Melalui situs 

website Pemerintah Daerah inilah semua Perda yang 

telah dikeluarkan dapat disosialisasikan kepada 

masyarakat luas. Selain perda kabupaten/kota juga 

berbagai regulai/kebijakan dari pemerintah provinsi 

maupun pusat yang terbaru, dan selanjutnya akan 

dialihkan web site SKPD terkait.  

Dari grfik dibawah ini hanya terdapat dua 

kabupaten yang memiliki nilai terbaik yatu: 

Kabupaten Sumba Timur dengan nilai 100%, dan 

kabupaten  Timor Tengah Selatan (TTS) dengan 

nilai 85%. Sedangkan kabupaten dengan nilai 

terendah (0%-20) adalah Timor Tengah Utara, Belu, 

Malaka, Ende, Ngada, Nagekeo, Sumba Barat Daya, 

Sikka, Manggarai barat, Alor dan Manggarai.  

 

Gambar 5. Grafik perbandingan menu    regulasi / 

kebijakan daerah 

 

f. Buku Tamu 

Fitur yang  harus perlu disediakan pada web 

site pemerintah kabupaten/kota adalah buku tamu. 

Fasilitas pada buku tamu antara lain: Menu buku 

tamu, Kontak person: No Tlp, e mail Admin, 

Struktur PengelolahWeb.  

Berdasarkan hasil pengamatan semua situs web 

kabupaten kota yang ada fitur buku tamu memiliki 

nilai paling rendah. Kabupaten Malaka dengan nilai 

tertinggi 66%  dan kabupaten Sabu Raijua dengan 

nilai 50%. Sedangkan terdpat 7 kabupaten tidak 

meiliki menu buku tamu sama sekali.  

 

 

Gambar 6. Grafik perbandingan menu    buku tamu 

 

g. Hasil perbandingan situs resmi pemerintah 

kabupaten/kota NTT scara keseluruhan 

Berdasarkan grafik perbandingan hasil evaluasi 

situs web  pemerintah daerah tersebut  nilai tertinggi 

adalah kabupaten Sumba Timur  81%, disusul 

Kabupaten Manggarai Barat dan Sabu Raijua 

dengan nilai 79,5% dan 76,1%. Berdasarkan nilai 

skor tersebut maka kabupaten Sumba Timur 

memiliki web site dengan sangat lengkap 

dibandingkan dengan semua kabupaten lainnya. 

Kabupaten Manggarai Barat dan Sabu Raijua 

memiliki fitur-fitur yang lengkap sesuai dengan 

standar kemenko. Namun tidak semu futur lengkap. 

Terdapat fitur-fitur tertentu lebih unggul dari 

kabupaten/kota yang lain.  Sedangkan nilai terendah 

adalah kabupaten Sumba Barat Daya, Sikka, TTU 

dan Manggarai dengan skor nilai 8% dan 20%. Dari 

nilai skor tersebut maka kedua kabupaten tersebut 

dianggap tidak lengkap. 



PROSIDING SEMMAU 2016 
 

 

393 

 

Gambar 7. Grafik perbandingan semua fitur/menu 

 

 

 

5. KESIMPULAN  

Berdasarkan isi dan manajemen web site 

pemerintah kabupaten kota terdapat beragam fitur 

dan banyak mengabaikan standar minimal 

rekomendasi Kemenkoinfo. Dari 22 Kabupaten Kota 

di NTT terdapat 2 kabupaten yang web sitenya tidak 

dapat diakses.  Hasil perbandingan   dari semua fitur 

yang ada antara lain: Selayang pandang, 

Pemerintahan dan Eksekutif, Goegrafi, Peta wilayah 

dan sumber daya, praturan/kebijakan daerah, dan 

buku tamu.  

Berdasarkan grafik perbandingan hasil evaluasi 

situs web  pemerintah daerah tersebut  nilai tertinggi 

adalah Kabupaten Sumba Timur  81%, dengan 

predikat “Sangat Lengkap” di susul Kabupaten 

Manggarai Barat dan Sabu Raijua dengan nilai 

79,5% dan 76,1% dengan predikat “Lengkap”.  

Sedangkan nilai terendah dengan skor antara 8% 

sampai 18%, berada pada korelasi “Tidak Lengkap” 
adalah kabupaten Sumba Barat Daya dan kabupaten 

Manggarai. Sedangkan kabupaten lain berada pada 

skor 20% sampai 60% dengan predikat “Kurang 
Lengkap” dan “Cukup Lengkap”.  

Setiap kabupaten memiliki keunggulan pada 

menu tertentu. Dengan demikian dapat menjadi 

contoh kabupaten lain  untuk membenahi web site 

masing-masing pada setiap pemerintah daerah. Hasil 

kajian ini dapat dilanjutkan dengan menkaji lebih 

mendalam pada subtansi materi/fitur masing-masing.  

Agar sasaran perdikat “Sangat Lengkap” lebih fokus 

pada  web site pemerintah daerah  yang benar-benar 

memiliki kredibel yang cukup tinggi.  
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